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ABSTRAK 

 

Sumber daya aparatur adalah kumpulan orang-orang yang bekerja kepada suatu 

instansi yang menjabat menjadi ASN. sumber daya aparatur ialah para pelaksana 

kegiatan dan proses penyelenggara pemerintah , baik pejabat pusat maupun daerah 

telah ditetapkan melalui aturan pemerintahan. Maksud dari penelitian ini ialah 

untuk mencari tahu mengenai strategi pengembangan sumber daya manusia melalui 

diklat penjenjangan aparatur sipil negara serta untuk mengetahui apa saja yang 

termasuk faktor pendorong dan kendala pengembangan SDM melalui diklat 

penjenjangan aparatur sipil negara. Pada penelitian ini metode yang digunakan ialah 

kualitatif. Pengumpulan data melalui pengamatan, interview serta dokumentasi. 

Strategi Pengembangan SDM Melalui Diklat Penjenjangan ASN di BKPSDM 

Kabupaten Malang, secara strategis kegiatan diklat sudah direncanakan dan 

dikelola dengan baik dan dilaksanakan secara efektif yang dilihat dari produktivitas 

pegawai dan kompetensinya serta perubahan pegawai yang semakin bertanggung 

jawab. Penelitian ini menjelaskan bahwa strategi pengembangan SDM melalui 

diklat penjenjangan sudah terlaksana secara efektif. 

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan, Sumber Daya Aparatur, Pendidikan Dan 

Pelatihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proses pembangunan demi mewujudkan Indonesia yang maju ialah cita-cita 

pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menginginkan semua instansi 

pemerintah bekerja secara bertanggung jawab. Sehingga bisa membentuk tata 

kelola pemerintahan yang baik. 

sumber daya aparatur artinya salah satu bagian terpenting dalam organisasi 

birokrasi.dimana sumber daya aparatur yang menentukan keberhasilan 

mencapai tujuan suatu organisasi. sumber daya aparatur yang dimaksud ialah 

aparatur sipil negara atau ASN yang menjadi penggerak organisasi birokrasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mempersiapkan dan memberikan 

kesejahteraan kepada masyarakat.  

Sumber daya aparatur yaitu bagian utama di satu lembaga, semua tujuan 

dibuat berdasarkan suatu pandangan demi rakyat. sumber daya aparatur 

berpengaruh dalam membentuk suatu lembaga guna untuk memperoleh 

karyawan atau pegawai yang mampu bertanggung jawab dan yang mampu untuk 

melaksanakan roda pemerintahan.  

Persaingan saat ini semakin ketat, menjadikan sumber daya aparatur 

sebagai salah satu elastis penting dalam menjalankan fungsi utama penciptaan, 

juga meyakinkan rakyat . Hal yang ditegaskan dalam sumber daya aparatur ialah 

aset penting dalam satu lembaga yang memancarkan banyak tekanan sumber 

daya tidak terwujud dibandingkan yang nyata. 

UU No. 5 Tahun 2014 mengenai ASN, Aparatur Sipil Negara diangkat 

sebagai pejabat ASN melalui pegawai Pembina kepegawaian dalam menduduki 

jabatan pemerintahan. Untuk menetapkan ASN sebagai abdi Negara maka perlu 

adanya pengembangan juga pembangunan kompetensi. ASN meliputi 

pendidikan pengembangan karyawan secara umum, menyusun standar strategi 

pelaksanaan diklat, juga memberikan sertifikasi kelulusan peserta pelatihan 

pendidikan penjenjangan. 



Sebagai abdi negara ASN dituntut untuk mensejahterakan masyarakat 

secara profesional melalui peningkatan kualitas kerja dan tata kelolah 

pemerintahan dengan cara bertanggung jawab atas setiap tugas yang dijalankan. 

Dengan dikeluarkan UU ASN sebagai jawaban dalam menghadapi tantangan 

internal maupun eksternal maka diperlukan ASN yang memiliki nilai persatuan 

tinggi, artinya ASN harus netral dalam mengambil tindakan. dan sebagai abdi 

Negara harus mampu menjadi pegawai profesional yang memiliki kemampuan 

yang berintegritas, seluruh hasil pekerjaan harus terukur dan akuntabel. 

Pembangunan aparatur sipil negara secara terencana tentunya akan 

meningkatkan pengembangan sumber daya aparatur dalam hal memiliki 

transferability, knowledge dan ability yang baik. Dengan kemampuan tersebut 

diharapkan aparatur semakin bertanggung jawab dengan melaksanakan tugas 

dan fungsinya melalui abdi negara dan rakyat yang kemudian dapat mewujudkan 

kesejahteraan yang sebesar-besarnya. 

BKPSDM Kabupaten Malang gelar diklat penjenjangan bagi pejabat 

ASN guna untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan semangat 

pengabdian untuk kenaikan jenjang karier. Sehingga setiap pegawai ASN yang 

lolos dalam mengikuti diklat penjenjangan akan dinaikan jabatannya ke jenjang 

lebih tinggi dari sebelumnya. 

Namun terkait pengamatan dengan hasil pengamatan yang dilaksanakan 

peneliti, ditemukan fenomena yang terjadi di BKPSDM Kabupaten Malang, 

bahwa terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan pengembangan sumber 

daya manusia melalui diklat, adapun diantaranya adalah kurangnya kesadaran 

pegawai ASN dalam mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan 

pelatihan dan belum memadainya penganggaran pendanaan untuk pendidikan 

dan pelatihan pegawai ASN. 

Berdasarkan permasalahan diatas sehingga peneliti mengkaji 

permasalahan tersebut dalam suatu penelitian dengan judul “Strategi 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Diklat Penjenjangan 

Aparatur Sipil Negara Yang Diselenggarakan Di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangn Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang.” 



 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai uraian tersebut fenomena pada penelitian ini antara lain: 

1. Apa strategi pengembangan sumber daya aparatur melalui Diklat 

Penjenjangan ASN? 

2. Apa faktor pendorong dan kendala pengembangan sumber daya aparatur 

melalui Diklat Penjenjangan ASN? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Guna memperoleh strategi pengembangan sumber daya aparatur melalui 

Diklat Penjenjangan ASN. 

2. Guna memperoleh faktor pendorong dan kendala pengembangan sumber 

daya aparatur melalui Diklat Penjenjangan. 

 

D. Manfaat Penilitian 

1. Manfaat Teoritis: bentuk upaya guna meningkatkan pengetahuan 

dibidang Administrasi Publik, serta dapat dijadikan bahan penelitian 

berikutnya yang sesuai fenomena Strategi Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Melalui Diklat Penjenjangan ASN yang Diselenggarakan Di 

BKPSDM Kabupaten Malang. 

2. Manfaat Praktis: dapat memberikan pengetahuan dan jadikan bahan 

refrensi bagi peneliti khususnya dalam pengembangan sumber daya 

manusia serta dijadikan masukan dari beberapa pihak terkhususnya 

pelaksana kinerja aparatur sipil Negara di BKPSDM agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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